
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEND[DIKAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMU R

NOMOR 142r-2t l9f,s' /DIKDAS/20I4

IJIN OPERASIONAL $EKOLAH DASAR S1VASTA BTJMITAMA SBTM

KECAMATAT$ CEMPAGA HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

:a.bahwapihakswasadanrnaryamkatberhakberperansertadalam
perencanaan d;;ltk *; p*nAi6** untuk mence*daskan kehidupan

bangsa;

b.hhwainisi*tifpihakswasta-danmasyarakatdslampenyelenggar.aarr
pendidikan perlu mendapat dukungan;

e. batrwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak $wast&'
- 

G6 dibefiksn pt*.*{*[ k€,pud" yayasanflembaga penyelenggana

seholahswasfese@eimirrapemerintehdelampmbangunanbidang
pendidikaa;

d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swa$a perlu
- 

Oitutupf,* A*ng* Kepuiusar Kepala Dinas Petldidikan Kabupaten

Kotawaiagin Timur;

: 1. Undang undang Nomor 20 Tahm 2003 tentang sistem Fendidikan

Nasionll (fem&ran Negara Tatnm 2003 Nomor 78, Tambatran

Lernbaran Negara Nomor 4301);

?. undmg undans Nomor 32 Tatrun 20st tpntaas Peme{iutgh Dagraet

11enrfiran Negara Tahun 2004 l'tromor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor aa37);

3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2m{ tentsng Perimbangan F.urygy
antara=Peillerir*ah Pusst dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20S4

Nomor 125, Ta*rbahan L€onbaran NegaraNomor 4a38);

4. Peraturan Pemeriutah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikau Dasar

(Lembaraa NegAra Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1412);

5. Peraturan Pernmi$ah Noman 39 Tatruolggz tentang Peran serta

Masyarakat dalara Pedidiknn Nasional {Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 69, Tambahan LemburanNegaaNomor 3a*+)t

TENTA}'IG

Menimba*g

Mengingat

A Darqrrr:rn Pe:nerintah Nomor 39 TahW 1999 TEatang Tenaga

k



7. Pererrm PemerinEh Nomor 25 Tahtur 2000 tentaag Kewenangan

Pemsintatr Pmvinsi sebagai Daerah Otonom (Lembran Negara Tahun

2000 Norrcr 54, TalnbahailI Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputnsan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor A3?lNUll9982

ry&grt 22 Nove,mber t9S? tentang Pembiraan Sekolah;

9. Keputumn Mentefi Pendidikan Nasionat Nomor A$Nl}Wl tentang

Feioman Penyusunan Stardar Pelayanaa Miuimal Penyelenggaraan

Pcrrekolahan Bidsng Pendidikan Dasff dan Menengah;

10. perehnan Daerah faUeaten Kotawaringin Timur Nmor 22 Tahm 2000

tffitang Kewanangan fumcrintah Kabupaten Kotawaringin Timur se@ai

Da€rah Otonom (ItrlbErar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2000 Nomor 23);

I I. Peraturau Da€rah Kabuparea Kotaq,aringin Timur Nomor 23 tahun 2000

tefltang Pembentukan Dnas lfubupaten Kotarraringin Timur (Lembaran

Dasrah trkbupaten Kotawariagin Timru Tahun 2000 Nomor 24).

: t. Keputuma Direktorat Je,rderal Pffididiksr Dasa dan Meuengah

Departemen Pendidikan dBn Kebudayaan Nomor 018/CiKepllll981
tanggal 23 P€bruri 1983 Tentang Syarat dan T*a Cara Pendirian

Sekolah Sruasta.

2. Suru KeFl& Se*olah SDS BUMITAMA SBI{E Nomor
4?I.2J?051SD,BMTM SBHEflV201329 hqgepl 30 Ohober 2013 .

3. Rekomendasi Ke,pala UPT Disas Pendidikan KECAMATAI{
CEMPAGA HULU Nomor:820/ L77 /TlJ, tanggal,6 Nopernber 2Al3

4. Relomedssi Camat Csmpage Hulu Nomor : 8201 335 / Adm, trnggal 06
Nopernber 2013

MEM UTU S KA N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA BLII\4ITAMA SBHE .

Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar $wasta Bumitama
SBHE dengnn data sebagai berilcrrt :

Nauu : Sekolalr Dssar Swaetg Bumitama SBHE
Satus : Swasta
Penaggung Jawab : YAYASAN PENDIDIKAN BUMITAMA
Alamat : PT. Windu Nabetindo Abdi Dffia Seiucing

Kecamatan Canpaga Hulu.

lihak ponangguog jaurat/pengclola/yayasan bertanggung jawab terhadap
kelancaran o,perasional sekolah Dasar swasta Bumitama sBHE dan
memqruhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalsm hal ini
Departemen Pqdidikan den Kebudayaan , dao tidak menuntut perubatran
statru sekolah Dasnr S*asta Buruitarna sBrIE rner{adi sekolah Dayar
Nege"u ksuali Pemerinteh yaag menghedaki;

Menrprhatikan

Menetspkao

Pertffira

Kedua

I



)'
Ketiga Pihak penyelenggam pendidikan Kepala Sekolah Dasar Swasta

Bumitama SBHE ysng ditetapkan olEh penanggung jawab

menyampaikan laporan p€ndidikan secar& nrtin dan berlcala kepada

Kepala UfT Dinas Pendidikan Kecamatan Cempaga Hulu dengan

tembusan yang relevan;

Ijin Oprasional ini sewaktu-waknr dapat ditiqiau dan dicabut kembali
apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan

ketentuan yaag berlaku;

Keempat

Kelirna : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

di Sampit
3 Juli

YUSUF
I

Nrp.19570415 198502 1 003

Tembusan Yth:
1. Bupati Kotawaringin Timur di
2. Dirjen Peningkatan Mutu
3. Kepala Dinas Pendidikan

Depdikbud di Jakarta;
Provinsi Kalirnantan Tengah di Palangka Raya;

4. S€krofsris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
a. KabagKeuangan;
b. KabagKesra;
b. Kabag Hukum;
c. KabagEkobang;

5. Caurat CempagaHulu di Pundu
6. Kepala {IPT Dinas Pendidikan Kecamaan Cempaga }Iulu.

a
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